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Abstract

Indonesia dan Korea Selatan menganut sistem hukum yang sama. Keduanya juga menganut
asas legalitas namun ada perbedaan dan persamaan. PerbedaanÃ‚Â  asasÃ‚Â  legalitasÃ‚Â 
diÃ‚Â  masing-masing negaraÃ‚Â  dapatÃ‚Â  memberikanÃ‚Â  dampak positif maupun negatif di
antara keduanya. Adanya perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan studi
perbandingan dalam pembaharuan hukum pidana di masing-masing negara. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbandingan dan persamaan asas legalitas di Indonesia dan
Korea Selatan. Penelitian ini diharapkanÃ‚Â  dapat menjadi kontribusi teoritis dalam
pembaharuan hukum pidana Indonesia yang saat ini tengah melakukan pembaharuan melalui
Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah
diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk
teks deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan hukum pidana dalam KUHP dan
Criminal Code masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. KUHP lebih memuat
kepastian hukum dalam hal perumusan, namun dalam hal recidive, Criminal Code lebih memuat
keadilan hukum. Asas legalitas di Indonesia tidak mengatur arti dari Ã¢Â€Âœperubahan
undang-undangÃ¢Â€Â• sedangkan asas legalitas Korea Selatan mengaturnya dalam arti
perubahan undang-undang apabila ada dekriminalisasi atau meringankan ancaman pidana dari
suatu tindak pidana. Persamaannya adalah apabila ada perubahan undang-undang, maka yang
dipakai adalah yang paling ringan. Perbedaannya adalah di Indonesia apabila dekriminalisasi
setelah putusan inkrah maka pelaksanaan pidana tetap dijalankan sedangkan di Korea Selatan
pelaksanaan pidana harus dicabut.Ã‚Â  Asas legalitas dalam RUU KUHP Tahun 2019 mengakui
hukum yang hidup di masyarakat, namun tidak menjelaskan batasan-batasannya.Ã‚Â Kata
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